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a. bahwa dengan diundangkannya Pcraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nornor 13 Tahun 2021 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 1,abupaten 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Len tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupate n Kendal, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2018 ten tang 
Pembcntukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi scrta 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan 
Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal 
sebagaimana telah d iubah dengan Perat uran Bupati Kendal 
Nornor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perat urun 
Bupat i Kendal Nomor 20 Tahun 2018 ten tang 
Pernben tuka n , Susunan Organisasi, Tugas dan Ft.mgs: scrtu 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Lat iha n 
Kerja pada Dinas Tenaga Kcrja Kabupaten Kendal sudah 
tida k sesuai dengan . kondisi sekarang, sehingga pcrlu 
dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnak sud 
dalarn huruf a, maka perlu menetapkan Pe rat u ra n Bupati 
teniang Pernbcnt ukari, Susunan Organisasi, Tugas clan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dacra h Balai 
Latihan Kerja pada Dinas Pcri nd u st.r ia n dan Tcuugu Kcrja 
Ka bu paten Kendal; 

1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 te n tang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubnh dcngan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 ten tang 
Pernberu ukan Dacra h Tingkal II Ba tang dengan mcngubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ientang 
Pernbe ntukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2757); 

BUPATI KENDAL, 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingal 

Menirnbang 

BUPATI KENDAL 
PROVINS! JA WA TENG AH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR .. J. ... TAHUN .?.~?.-J.. 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGAN!SASI, TUGAS DAN F'UNGSI SEf~TA TATA 
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! LAT!HAN hl:::RJA 

PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 
KABUPATEN KENDAL 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparat ur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 
diubah beberapa kali te rak hir dengan Unda ng-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipia Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pcrncrin tah Nomor 32 Tahun I g50 tc nt a ng 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1 tJ:10 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari ha! Pembentukan Daeruh-dacrah 
Ka bu paten di Jawa Timur /Tcngah/ Baral da n Dacruh 
lstimewa Yogyakarla; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Lentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Pera tu ran Pemerin tah Nomor 18 Ta hu n 201 o Len Lang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbarun Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana te lah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta h un 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 ten Lang PerangkaL Dacrah (Lcrnbarun cgar<1 
Republik Indonesia Tahun 2019 Norn or 187, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 640.d); 

7. Peraturan Pernerin tah Nomor 11 Tahun 2017 icruang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perneriritah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Pcrai uran 
Pcmerinlah Nomor 11 Tahun 2017 Len Lang Manajcmcn 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lernbaru n Negara 
Republik Indonesia Nomor 64 77); 

8. Peraturan Men Leri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
icntang Pedoman Pcmbcnt ukan clan Klasifikasi Cabang 
Oinas dan Unit Pelaksana Te k n is Daerah [Be n ta Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ); 

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tuh un 20 I€) 
Lentang Urusan Perneriruahan yang Menjadi Kcwcnangan 
Pcmcrin tahan Daerah Kabupatcn Kendal (Lembaran dacra h 
Kabupatcn Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 

") 
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4. Din as Pe rind ustrian dan Tenaga Kerja yang sclanj u t n, ,l 

disebul Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kcrja 
Kabupateri Kendal. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. 

6. Unit Pelaksana Tck nis Daerah yang se lanjutnya disingkat 
UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kcgiatan 
tekriis operasional dan/ a tau kegiatan teknis pen unjang 
Lertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, weweriang dan hak seorang Pcgawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalarn 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan z atau 
ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kurnpulan jabat an 
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam 

scbagai un sur 
yang merrumpin 

yang mcnjad i 

Dalam Peraturan B'u pa ti ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati 

penyelenggara Pemerintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerin tahan 
keweriangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNJ\N 
ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA Kl·:R.JA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALA! LATIHAN KERJA PAD/\ 
DINAS PERfNDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA MBUPATEN 
KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

10. Peraturan Dae rah Kabupatcn Kendal Nomor 8 Ta h uri 2016 
Lentang Pembentukan dan Susunan Perangkui Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupatcn Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana Lelah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturnn Dae rah 
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 ten tarn; 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupate n 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pernbern uka n Dan 
Susunan Perangkat Dacrah Kabupate n Kendal (Lcmba ran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 
219); 

11. Pera tu ran Bupati Kendal Nomor 10 l Tahun 2021 Len Lang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, sorta 
Tata Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kcrja 
Kabupaten Kendal (Serita Daerah Kabupaten Kendal Ta h u n 
2021 Nomor 102); 

., 

Menetapkan 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnak sud dalam 
Pasal 4, UPTD Balai Latihan Kerja mcmpunyai fungsi : 
a. penyusunan rencana dan program kegiatan pclat ihan dan 

ketrampilan kerja berbasis kornpetc nsi: 
b. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan bidang pelatihan 

dan ketrarnpilan kerja berbasis kornpctcn si: 
c. pembinaan dan pengendalian tugas-tugas pelatihan dan 

ketrampilan kerja berbasis kompetensi; 
d. pelaksanaan urusan administrasi umurn, ketatalaksanaan. 

kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, 
kearsipan, perlengkapan/ aset dan rumah tangga U PTO 
Balai Latihan Kerja; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Balai 
Latihan Kerja; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya 

Bagian Ketiga 

Fungsi 
Pasal 5 

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas me m bant u Dinas 
dalam melaksanakan kegiatan Leknis operasional dan/ atau 
kcgiatan teknis periunjang di bidang pelat.ihari dan 
ketrampilan kerja berbasis kornpe terisi. 

Bagian Kedua 

Tu gas 

Pasal 4 

UPTD Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala UPTD, yang 
dalam melaksanakan Lugasnya bcrkcdudukan di bawa h dan 
bcrlanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kcsatu 

Kedudukan 

Pasal 3 

BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN F'UNCSI 

Dengan Peraturan Bupati ini dibcntuk UPTD Balai Latihan 
Kerja Tipe A. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai keahliannya. 
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f. menyiapkan silabus/ kompctensi, ase ssor , bahan , 
peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan kerja dan TUh 
(Tempat Uji Kompetensi); 

g. menyelenggarakan pelatihan berbasis kornpetensi baik 
dengan off the job training maupun on the job training 
berdasarkan peraturan yang berlaku dengan alur 
per siapan , pelaksanaan dan evaluasi; 

klusier dalarn kebutuhan dunia usaha, industri dan 
bentuk program dan kegiatan pelatiha n; 

e. melaksanakan sosialisasi program dan kcgiatan mclalui 
media dalam dan luar ruang seperti media sosial da n 
aplikasi Sistem Informasi KeLenagakerjaan (SISNAKER); 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala U PTO Balai 
Latihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) 
huruf a, mempunyai rincian tugas sebagai berik ut : 
a. menyusun rcncana dan program kegiatan U PTO Balai 

Latihan Kcrja bcrda sarkan peraturan pcrundang 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan ta h un scbel urnnya 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi dan kon suh.asi dcngan in st a n si 
terkait baik venikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan inforrnasi, masukan , scrt a dalarn rangk» 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tek nis, pctunjuk 
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya 
guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiaian; 

d. melaksanakan Training Need Analysis (TNA) sesuai dengan 

Bagian Kesa tu 
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja 

Pasal 7 

BAB V 
RINCIAN TUGAS 

(ll Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kcrja terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tcrca nt.urn 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 



( 1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD Balai Latihan Kerja. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud 
pad a ayaL ( 1), mempunyai i.ugas melaksanakan scbagian 
tugas Kepala UPTD Balai Latihan Kcrja dalam pe nvrapan 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 

pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan trurisparansi 
pelaksanaan kegiatan; dan 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajia n agar 
kegiatan berjalan lancar serta u nt.uk rncnghindari 
pe nyirnpangan. 

kepada kegiatan pelaksanaan la po ran p. menyusun 

h. menyelenggarakan koordinasi lin tas lernbaga dan kcrja 
sama dengan sektor swasta dalam penyediaan instruktur, 
bahan pelatihan serta sarana prasarana pelatihan kerja; 

1. menerbitkan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan ole h 
UPTD Balai Latihan Kerja dan diketahui oleh Kepala 
Dinas; 

J. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, pengembangan 
dan pendayagunaan sarana dan prasarana pclauhan 
keterampilan kerja; 

k. melaksanakan monitoring terhadap alumni pescrta 
pelatihan baik yang di dunia industri maupun yang 
membuka usaha mandiri dan pembuatan laporan 
Pelatihan Berbasis Kompetensi; 

I. melaksanakan Link and Match Balai Latihan Kerja dengan 
Industri di daerah dalam bentuk kerjasarna dibidang 
penempatan, on the job training (pemagangan), 
pengembangan SOM lnstruktur, peralatan (hibah), 
sertifikasi dan skema pembiayaan se suai peratura n 
perundang-undangan yang berlaku; 

m. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kcgiaran 
ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja guna 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD Balai 
Latihan Kerja sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan UPTD 
Balai Latihan Kerja dengan cara mcngukur pe nca pa ia n 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan 
dan kebijakan tindak lanjut; 



bahan perencanaan, pengoordinasian. pernbinaan. 
pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan Iasilitasi 
kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, 
kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, Iasilitasi 
kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha rnernpunva: 
rincian tugas : 
a. menyusun rencana dan program kcgiatan Sub Bagian 

Tata Usaha berdasarkan peraturan pcrundang­ 
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan koordinasi da n kon su lta si c!cng,111 
instansi Lerkait baik vertikal maupun horizontal u ntuk 
mendapatkan informasi, masukan, se r ta dalurn rangka 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan i ugas; 

c. menyiapkan bahan penyusunan pet.unjuk te k nis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas scsuui 
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran 
pelaksanaan kegiatan; 

d. menyiapkan bahan dan menyusun pcrc ncanaan scrt a 
program kegiatan UPTD sesuai dcngan peraturan 
perundang-undangan; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun konscp Laporan 
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) UPTD dan 
jenis pclaporan lainnya sesuai dengan perat uran 
perundang-undangan; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pcngclolaan 
adrninistrasi keuangan dalam rarigka pc nc.u rn n 
anggaran, pembukuan, dan pe la porn n 
pertanggurigjawaban kcuangan U PTO; 

g. melaksanakan verifikasi Lerhadap bcrkas/dokumcn 
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 
UPTD guna menghindari kesalahan serta rncrnberikan 
koreksi penyempurnaan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 
pertanggungjawaban keuangan UPTD sorta jerus 
pelaporan keuangan lainnya; 

1. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan , kchumasan, 
dokumenLasi, perpustakaan, kear sipa n , sert a 
pengelolaan asct tetap dan asct tida k tctap UPTD; 

J. memfasilitasi penyusunan analisis ja bat a n , a n ali si s 
beban kerja, evaluasi jabatan , budaya kerja, survcv 
kepuasan masyarakat, sta ndar pe layarian scrta 
pengusulan formasi kebutuhan pegawai UPTD scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 
memelihara file/ dokumen kepegawaian sel uruh 
pegawai UPTD guna terciptanya tertib adrninistrasi 
kepegawaian; 
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Pasal 10 
( 1) Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai i.uga s 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan 
keterampilan yang dimiliki dalam rangka me nunjang 
pelaksanaan lugas dan fungsi Dinas. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 ), dipimpin oleh tenaga fungsional sernor yang 

( 1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Kepala Sub Bagian Ta La 
Usaha dan Pejabat Fungsional diangkat dan dibcr hen uka n 
oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja adalah .Jabatan 
Pengawas/Jabatan Struktural eselon IV.a. 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas ' 
Jabatan Stuktural eselon IV.b. 

(4) Selain Kepala UPTD Balai Latihan Kerja, Kcpala Sub 
Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional, pada UPTD 
Balai Latihan terdapat jabata n pelaksana. 

(5) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabat.an 
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 9 

I. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 
pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, 
pembuatan kartu suami/ isteri, tabungan asuransi 
pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan 
pelatihan (diklat)/bimbingan tcknis (bimtek), dan 
urusan kepegawaian lainnya; 

m. melaksanakan urusan rumah tangga serta 
menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam 
kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan 
tamu Dinas; 

n. mengoordinasikan kegiatan pengamanan karuor, 
kebersihan , dan pertamanan agar tercipta lingkungan 
kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman. 
menyiapkan bahan dan menyusun konsep Sta ndar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan UPTD; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kcgiatan Sub 
Bagian Tata Usaha dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan 
laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kcpada 
pimpinan sebagai wujud ak u n ta bi li t as dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan. 



( 1) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dalam melaksanakan 
tugasnya berpedoman pada peraturan pcrundang- 
undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas setiap prmpirian unit 
organisasi dan kelompok jabatan Iungsiorial wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi da n sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan pernerintah dacrah serta 
instansi lain di luar pernerin tah daerah sesuai dcngan 
Lugas masing-masing. 

(3) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja dan Kepala Sub Bagian 
wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi 
penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan se suai kctentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mengambil langkah-langkah va ng 
diperlukan se suar dcngan pcrat uran pcr unclang 
undangan. 

(5) Kcpala UPTD Balai Latihan Kcrja bertanguungjawab 
mcmimpin dan mcngoordinasikan bawahan ma sing 
masing dan memberikan bimbinga n serta pctunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Kepala UPTD Balai La tiha n Kerja wajib mcngikuti clan 
mematuhi petunjuk dan berlanggungjawab kepuda atasan 
serta menyiapkan laporan berkala tcpat pada wak tunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi dari bawaharinya wajib diolah clan 
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan 
lebih lanjut serta unt uk memberikan pctunjuk kcpada 
bawahan. 

BAB Vil 
TATA KERJA 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah pejabat tungsiona! 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dcngan 
bidang keahliannya. 

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional scbagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1) diatur scsuai dcngan ketcn t ua n 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembinaan terhadap pcjabat fungsional scbagaimana 
climaksud pada ayat ( l) dilakukan scsuai dcngan 
pera turan pcrundang-unclangan. 

Pasal 1 1 

ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab 
kepada Kepala UPTD. 

l) 



Pada saat Peraturan Bupau iru mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Len Lang 
Pcrnbe n t uka n , Su suria n Organisasi, Tugas d a n Fungsi scrt a 
Ta ta Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja 
pada Dinas Tenaga Kcrja Kabupatcn Kendal (Bcrit a Ducruh 
Ka bu pa Len Kendal Tahun 2018 Nomor 20) scbaga imana Lelah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 111 Tahun 
2020 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksa na Tcknis 
Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja 
Kabupate n Kendal (Berita Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 
2020 Nomor 111), dicabui clan dinya iakan tidak bcr lak u. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Pcrat ura n Bu pati ini m ul ai be rla k u, pcjabat .vang 
ada tctap menduduki jabatannya da n mclak san aka n tugc1s11yu 
sampai dengan ditetapkannya pcjabat yang baru bcrdasarkan 
Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PERAL! HAN 

Pasal 15 

Eselon dan pengisian ja bata n pada UPTD Balai Latihan Kerja 
berpedoman pada pcraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 14 

Biaya unruk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD 
Balai Latihan Kerja , dibebankan pada Anggaran Pcndapatan 
clan Bclanja Daerah Kabupatcn Kendal clan surnbcr la in .\'<\!lg 
diperoleh secara sah bcrdasarkan pcratura n pcrundang­ 
unclangan. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepacla unit orga ni sa s! lain \',.mg 
secara fungsional mcrnpunyai hubungan kcrja 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan , sctiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawahannva wajib 
mengadakan rapat berkala. 

I O 



. u~ ~ BERTTA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ...... NOMOR .T .... 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB PATEN K~~ 

Diundangkan di Kendal 
pada Langgal .14 ja~Y' .'.202-'.2- 

Dite tapkan di Kendal 
pada tanggal .94 JoJ1lJOX1 cJo'.l!:2. 

Peraturan Bupati 1111 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar set.ia p orang mcngetahuinya, rnerncrintahkan 
pengundangan Peraturan Bupat i ini dengan pcncrnparannva 
dalam Ber ita Dacrah Kabupaicn Kendal. 

Pc1sal 17 
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